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ABSTRAK 

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan 

hukum yang sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak 

terhadap kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban sosial. 

Dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan, Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 

memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa 

melalui mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme 

Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui pendekatan 

mediasi kolaboratif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di 

Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta tahun 2024–2025 serta 

mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris 

dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan 

pejabat serta staf pada Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta yang 

menangani sengketa pertanahan. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif kualitatif dengan mengkaji ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan, teori perlindungan hukum, teori kepastian 

hukum, dan teori Alternative Dispute Resolution (ADR), 

kemudian dihubungkan dengan fakta empiris yang ditemukan di 

lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi kolaboratif 

yang dilaksanakan oleh ATR/BPN Kota Yogyakarta telah 

memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, 

sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan penyelesaian 

melalui jalur litigasi. Namun, tingkat keberhasilan mediasi masih 

tergolong rendah. Dari 30 kasus sengketa pertanahan yang 

ditangani pada tahun 2024–2025, hanya 5 kasus yang berhasil 

mencapai kesepakatan damai, sedangkan 25 kasus lainnya tidak 

mencapai perdamaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

efektivitas mediasi kolaboratif masih belum optimal. Hambatan 

utama yang ditemukan meliputi rendahnya itikad baik para pihak, 

ketidakhadiran pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, 
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kuatnya sikap mempertahankan kepentingan masing-masing 

pihak, serta keterbatasan kewenangan mediator yang hanya 

berfungsi sebagai fasilitator tanpa memiliki kewenangan 

memutus sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

kapasitas mediator, penguatan sosialisasi mengenai manfaat 

mediasi kepada masyarakat, serta peningkatan komitmen para 

pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai guna 

meningkatkan efektivitas mediasi pertanahan di masa mendatang. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi Kolaboratif, Sengketa 

Pertanahan, Alternative Dispute Resolution 

(ADR), ATR/BPN Kota Yogyakarta. 
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ABSTRACT 

Land disputes are a common legal issue in society and 

impact legal certainty, justice, and social order. To resolve land 

disputes, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has the authority to 

facilitate dispute resolution through mediation mechanisms, as 

stipulated in Ministerial Regulation No. 21 of 2020 concerning 

the Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to 

determine the effectiveness of mediation as an Alternative Dispute 

Resolution (ADR) mechanism through a collaborative mediation 

approach in resolving land disputes at the Yogyakarta City 

ATR/BPN Office in 2024–2025 and to identify obstacles 

encountered in its implementation. 

This research is an empirical juridical study with a 

qualitative approach. Data were obtained through literature 

review and field research in the form of interviews with officials 

and staff at the Yogyakarta City ATR/BPN Office who handle land 

disputes. Data analysis was conducted using descriptive 

qualitative methods, examining statutory provisions, legal 

protection theory, legal certainty theory, and Alternative Dispute 

Resolution (ADR) theory, then linking these to empirical evidence 

found in the field. 

The results indicate that collaborative mediation 

implemented by the Yogyakarta City Land Agency (ATR/BPN) has 

provided a faster, simpler, and less expensive alternative to 

litigation. However, the success rate of mediation remains 

relatively low. Of the 30 land dispute cases handled in 2024–

2025, only 5 cases reached amicable agreements, while the 

remaining 25 cases did not. This situation indicates that the 

effectiveness of collaborative mediation is still suboptimal. The 

main obstacles identified include low levels of goodwill among 

the parties, the absence of disputing parties in the mediation 

process, a strong stance of defending their respective interests, 

and the limited authority of the mediator, who only functions as a 

facilitator without the authority to resolve the dispute. Therefore, 

it is necessary to improve the capacity of mediators, strengthen 

public awareness campaigns regarding the benefits of mediation, 
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and enhance the parties' commitment to peaceful dispute 

resolution to enhance the effectiveness of land mediation in the 

future. 

 

Keywords: Effectiveness, Collaborative Mediation, Land 

Disputes, Alternative Dispute Resolution (ADR), 

ATR/BPN Yogyakarta City.  
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MOTTO 
 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah: 5) 

“Janganlah engkau merasa lelah menuntut ilmu, karena 

kelelahan itu akan hilang, sementara ilmu akan tetap abadi.” 

(Imam Syafi’i) 

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang 

patut diremehkan. Lambungkanlah setinggi yang kau inginkan 

dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan” 

(Maudy Ayunda) 

“Satu per satu hari per hari yang menyakiti benahi lagi,  

Bayangkan jika kita tidak menyerah, Tantangan apa pun dari 

Ayah atau dunia 

Kita hadapi kita lewati kita ikuti kita nikmati” 

(Hindia)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang 

multidimensional. Baik dari sisi ekonomi tanah merupakan 

sarana produksi yang dapat yang mendatangkan 

kesejahteraan atau secara politis tanah dapat menentukan 

posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. 

Tanah juga sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi 

rendahnya status sosial pemiliknya. Selain itu tanah juga  

bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan 

kembali kepada tanah.1 

Karena makna yang multidimensional tersebut ada 

kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan 

mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-

haknya dilanggar, sangat berartinya tanah bagi kehidupan 

manusia dan bagi suatu negara dibuktikan dengan diaturnya 

secara konstitusional dalam Undang– Undang Dasar 1945 

Pasal 33 ayat (3) bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang 

 
1 Rikardo Simarmata, "Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Di 

Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara”." Veritas Et Justitia, Vol. 9:1 

(2023), hlm. 1-33. 
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terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar–besarnya kemakuran rakyat.”2 

Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan 

filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara 

yuridis diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian 

dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA)3, dimana Undang-Undang Pokok Agraria ini 

memberikan perbedaan pengertian antara ”bumi” dan 

”tanah”. Pengertian ”bumi” dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang 

menyatakan bahwa: “Dalam pengertian bumi, selain 

permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta 

yang berada dibawah air.”4 

Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa 

yang dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi 

permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) 

berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang 

berada di bawah air. Selanjutnya pengertian ”tanah” 

 
2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penguasaan Negara Atas 

Sumber Daya Alam 

3 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

4 Undang-Undang Pokok Agraria tentang Pengertian Bumi. 
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mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang 

menyatkan atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan 

adanya macam–macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang–

orang, baik sendiri–sendiri maupun bersama–sama dengan 

orang lain atau badan hukum. 

Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian 

karena memiliki karakteristik pertanahan yang berbeda 

dibandingkan daerah lain. Tingginya aktivitas ekonomi, 

kepadatan penduduk, meningkatnya kebutuhan lahan untuk 

pembangunan, serta kompleksitas status kepemilikan tanah 

menyebabkan potensi sengketa pertanahan relatif tinggi. 

Kondisi tersebut menjadikan Kantor ATR/BPN Kota 

Yogyakarta sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji 

efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan. 

Kota Yogyakarta memiliki karakteristik unik, seperti 

wilayah yang padat, kebutuhan ruang yang tinggi untuk 

pembangunan infrastruktur, serta mobilitas penduduk yang 

tinggi. Hal ini sering menciptakan konflik pertanahan 

apabila terdapat perjanjian tanah yang tidak dipenuhi, 

tumpang tindih penggunaan lahan, atau sengketa batas 

bidang tanah. Fenomena dilapangan menunjukkan sengketa 

tanah sering menjadi masalah yang muncul secara rutin di 

Kota Yogyakarta. Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian 
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ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Nusron Wahid 

mencatat sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, 

masih belum efektif.5  

Berdasarkan data Kantor ATR/BPN Kota 

Yogyakarta, penulis melakukan wawancara singkat yang 

dilakukan penulis dengan salah satu perwakilan bagian 

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor 

ATR / BPN Kota Yogyakarta. Jumlah sengketa pertanahan 

yang masuk selama periode 2024–2025 yaitu, 13 kasus pada 

tahun 2024 dan berhasil ditangani hanya 2 serta 17 kasus 

pada tahun 2025 dan berhasil ditangani hanya 3.6 Dari 

keseluruhan kasus tersebut, banyak sengketa tanah yang 

diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun, 

dari hasil mediasi lebih banyak yang selesai dengan tidak 

mencapai kesepakatan. 

Berdasarkan data tersebut, tingkat keberhasilan 

mediasi di Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta selama tahun 

2024–2025 hanya mencapai 5 dari 30 perkara atau sekitar 

16,67%, sedangkan 83,33% perkara lainnya belum berhasil 

mencapai kesepakatan melalui mediasi. Hal tersebut 

 
5 Qonita, Artikel Detiknews, "ATR/BPN , Terima 6.015 Kasus 

Pertanahan Dalam Setahun, 50% Terselesaikan”. Jumat, 24 Okt 2025 

15:13 WIB. 

6 Wawancara dengan Bapak Sigit Pranulimto, Staff Sengketa 

Konflik Perkara,  Kantor Pertanahan Yogyakarta, 22 Februari 2026. 

10:00 WIB. 
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menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah dijadikan 

mekanisme utama penyelesaian sengketa pertanahan di luar 

pengadilan serta implementasinya masih menghadapi 

berbagai kendala yang berdampak pada rendahnya tingkat 

keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai. Kondisi 

ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan mediasi di Kantor ATR/BPN Kota 

Yogyakarta berdasarkan pencapaian tujuan penyelesaian 

sengketa. 

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut 

menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif 

pembentukan mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2020 dengan 

praktik pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, 

mediasi diharapkan mampu menjadi sarana penyelesaian 

sengketa yang cepat, sederhana, murah, dan memberikan 

efektivitas hukum bagi para pihak. Namun secara empiris, 

tidak seluruh sengketa berhasil diselesaikan melalui 

mekanisme tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Kantor 

ATR/BPN Kota Yogyakarta. 

Dalam hal ini, ATR / BPN Yogyakarta memiliki 

peran strategis untuk mencari solusi penyelesaian sengketa 

yang adil dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban 

para pihak. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat 
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ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, di mana 

ATR / BPN Yogyakarta sebagai lembaga pemerintah yang 

berwenang berdasarkan Peraturan Presiden No 177 Tahun 

2024, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan 

penanganan urusan pertanahan di Indonesia. 

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang 

merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak 

tersebut menyampaikan tidak puas kepada pihak kedua. 

Dalam konteks hukum kontrak, yang dimaksud dengan 

sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak 

karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang 

telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun 

keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh 

pihak-pihak atau salah satu pihak.7 Perkara perdata adalah 

perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) 

yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain 

mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam 

lapangan keperdataan (misal perselisihan tentang 

perjanjiann jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb).8 

 
7 Amriani, Nurnaningsih, Mediasi: Aternatif Penyelesaian 

Sengketa Di Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 

75. 

8 Ahlanissa, Mellyana Putri, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa 

Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Semarang,” Diss. Universitas Islam Sultan Agung, (2022), 

hlm. 24. 
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Sengketa tanah adakalanya dapat diselesaikan 

dengan jalan damai, tetapi tidak menutup kemungkinan 

menimbulkan ketegangan yang dapat merugikan kedua 

pihak. Penyelesaian sengketa secara litigasi artinya sengketa 

akan diperiksa melalui lembaga peradilan negara dalam 

rangkaian persidangan oleh hakim. Sedangkan penyelesaian 

sengketa secara non litigasi artinya penyelesaiannya di luar 

pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsultasi, 

negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.9 Penyelesaian 

sengketa pertanahan yang ditempuh melalui pengadilan 

(jalur litigasi) yang pada praktiknya sering kali memerlukan 

waktu relatif lama, biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi 

menimbulkan kelelahan dan merenggangkan hubungan para 

pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa 

juga dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan, 

yaitu jalur nonlitigasi yang dikenal sebagai Alternatif 

Dispute Resolution (ADR).10 Pengaturan mengenai 

Alternatif Dispute Resolution secara yuridis tercantum 

dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999.11 Berdasarkan 

 
9 Rosita. (N.D.), “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa 

(Litigasi Dan Non Litigasi. Albayyinah,” Journal Of Islamic Law, Vol. 1 

No. 2, hlm. 100. 

10 Erman Raja Gukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, 

disadur oleh Chandra Pratama, (Jakarta 2000), hlm. 103. 

11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
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hal tersebut, Alternative Dispute Resolution (ADR) dinilai 

sangat penting sebagai upaya menjaga stabilitas sengketa 

sebagai solusi yang jauh efektif. Diantara beberapa cara 

penyelesaian sengketa non litigasi tersebut, bentuk 

penyelesaian sengketa yang biasa diaktualisasikan oleh 

pihak terlibat yang berperkara.12  

Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan 

mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan 

tidak menggunakan pendekatan hukum formal. 

Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal dengan 

istilah ADR (Alternative Dispute Resolution). Penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan 

Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh 

dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa : 

a. Negosiasi 

b. Arbitrase 

c. Mediasi 

d. Konsiliasi 

e. Penilaian Para Ahli 

Dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan di 

Yogyakarta, ATR / BPN Yogyakarta berperan strategis 

sebagai mediator non-hakim. Sebagai lembaga negara yang 

berwenang dalam administrasi pertanahan. ATR / BPN 

 
12 Rochmani, Dkk, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. 

(Proceeding Sendiu: 2020), hlm. 782. 
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Yogyakarta tidak hanya melakukan kegiatan pendaftaran 

dan pencatatan hak atas tanah, tetapi juga diberikan 

wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa 

melalui mediasi.13 Peran ATR / BPN Yogyakarta sebagai 

mediator non-hakim memiliki karakteristik netral dan 

otoritatif. Namun, berbeda dengan peran hakim di 

pengadilan. Mediator dari ATR / BPN Yogyakarta berfungsi 

memfasilitasi komunikasi, memberikan informasi, dan 

membantu para pihak memahami posisi hukum serta 

kepentingan masing-masing, tanpa memberikan putusan 

yang bersifat memaksa seperti hakim di pengadilan yang 

memakan waktu dan biaya, serta berpotensi memperkeruh 

konflik sosial. Salah satu metodenya adalah mediasi 

kolaboratif. Mediasi yang memungkinkan pihak yang 

bersengketa mencapai kesepakatan damai berdasarkan 

kebutuhan dan kepentingan substantif mereka, bukan hanya 

penegakan hukum formal, sehingga berpotensi 

mempercepat penyelesaian sengketa tanah secara efektif dan 

efisien. 

Pendekatan kolaboratif dalam mediasi menekankan 

pentingnya komunikasi yang efektif, pemahaman bersama 

dan kerja sama antara pihak- pihak yang terlibat. Potensi 

positif yang dimiliki penggunaan metode mediasi dengan 

 
13 Bahri, Adellia Annisa, dan Frency Siska. "BPN  Sebagai 

Mediator Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dengan Bukti Kuitansi Jual 

Beli Tanah." Jurnal Riset Ilmu Hukum (2024): 77-82. 
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pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian sengketa tanah 

masih relatif terbatas, efektivitas praktiknya dipengaruhi 

oleh kesadaran pihak bersengketa, keterampilan mediator, 

dan komitmen hukum yang kuat.14 

Pendekatan berbasis kepentingan kolaboratif 

mendorong penyelesaian konflik yang berfokus pada 

melibatkan indetifikasi kepentingan yang mendasari konflik 

dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan bersama, 

bukan hanya memenangkan satu pihak atas pihak lain. 

Mediasi dengan pendekatan kolaboratif yaitu metode untuk 

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan berfokus 

pada kerja sama dan kolaboratif antara para pihak yang 

bermasalah. Bawah para pihak mempunyai kepentingan 

bersama dan dapat menemukan solusi yang saling 

menguntungkan. Pada konteks hukum Indonesia, mediasi 

kolaboratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No. 1 Tahun 2016 terkait prosedur mediasi di 

pengadilan lalu dilengkapi oleh Perma No. 3 Tahun 2022.15 

Peraturan ini mewajibkan para pihak yang memiliki 

 
14 Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., 

Wantu, F. M., & Mandjo, J. T., “Pengenalan Dan Pelatihan Mediasi 

Sebagai Upaya Menyelesaikan Perselisihan Di Masyarakat,” Jurnal 

Pengabdian Mandiri, Vol. 3:1 (2022), hlm. 3. 

15  Lumentung, Imelda Astreed S., Kristi W. Simanjuntak, dan A. 

Sakti Rs Rakia. "Efektivitas Mediasi Dengan Pendekatan Kolaboratif 

Dalam Menyelesaikan Kasus Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota 

Sorong." Judge: Jurnal Hukum, No. 218-227 (Februari 2025), hlm. 6. 
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sengketa untuk menempuh proses mediasi sebelum 

perkaranya di periksa di pengadilan. Das Sein (fakta/realitas) 

dan Das Sollen (normatif/ideal) dalam sengketa tanah, 

seperti adanya konflik atau sengketa kepemilikan tanah 

antara dua pihak atau lebih, perbedaan klaim atau bukti 

kepemilikan tanah yang dimiliki masing-masing pihak. 

Adapun regulasi yang mengatur proses mediasi sebagai 

upaya menyelesaikan permasalahan tanah di luar 

pengadilan, seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 yang 

mengatur peran mediator yang netral dan profesional dalam 

memfasilitaskan komunikasi dan negosiasi antara para 

pihak, pemeliharaan hubungan baik dari pihak- pihak yang 

bersengketa setelah proses mediasi. 

Pendekatan mediasi kolaboratif dipilih karena 

menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam 

penyelesaian sengketa melalui komunikasi, negosiasi, dan 

pencarian solusi bersama yang saling menguntungkan (win-

win solution). Berbeda dengan pendekatan yang bersifat 

kompetitif, mediasi kolaboratif lebih menekankan pada 

penyelesaian berdasarkan kepentingan para pihak daripada 

semata-mata mempertahankan posisi hukum masing-

masing. Oleh karena itu, efektivitas pendekatan ini perlu 

dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana mampu 

menghasilkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. 
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Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya 

hanya membahas efektivitas mediasi berdasarkan aspek 

normatif atau implementasi secara umum pada masing-

masing kantor pertanahan. Penelitian tersebut belum secara 

khusus mengkaji efektivitas mediasi dengan pendekatan 

kolaboratif berdasarkan kondisi empiris di Kantor 

ATR/BPN Kota Yogyakarta serta belum menghubungkan 

tingkat keberhasilan mediasi dengan hambatan yang 

dihadapi mediator dalam praktik penyelesaian sengketa. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan 

menitikberatkan pada analisis efektivitas mediasi kolaboratif 

berdasarkan data empiris serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya 

perbedaan antara tujuan normatif mediasi sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, 

dan berbiaya ringan dengan kondisi empiris di Kantor 

ATR/BPN Kota Yogyakarta yang menunjukkan masih 

rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Kondisi ini 

menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas 

pelaksanaan mediasi kolaboratif beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini penting 

dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai 

efektivitas mediasi kolaboratif dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan 
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kualitas pelayanan penyelesaian sengketa di lingkungan 

ATR/BPN Kota Yogyakarta.. Oleh karena itu, penulis 

menuangkan ke dalam karya tulis ilmiah, yaitu skripsi 

dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI 

ATR/BPN YOGYAKARTA MELALUI 

PENDEKATAN MEDIASI KOLABORATIF TAHUN 

2024-2025”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis 

kemukakan, maka permasalahan yang relevan dirumuskan 

untuk dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Seberapa efektif pelaksanaan mediasi sebagai 

mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) 

melalui pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan 

sengketa pertanahan di Kantor ATR/BPN Yogyakarta? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi 

kolaboratif dalam penyelesaian sengketa pertanahan di 

Kantor ATR/BPN Yogyakarta? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai 

berikut: 
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a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian 

sengketa pertanahan melalui mediasi kolaborasi 

yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kota 

Yogyakarta. 

b. Mengkaji hambatan atau kendala yang dihadapi 

Kantor Pertanahan dalam melaksanakan mediasi 

sengketa pertanahan serta upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengatasinya. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang 

meliputi beberapa aspek, yakni: 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah teori Alternative Dispute Resolution 

(ADR) khususnya mediasi dalam konteks sengketa 

perdata pertanahan. Temuan empiris penelitian ini 

memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep 

mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa 

yang tidak hanya normatif, tetapi diuji secara 

empiris dan terbukti efektif dalam praktik 

pertanahan. Dengan menguji sejauh mana mediasi 

mampu mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, 

keadilan, dan kemanfaatan, dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan penelitian ini berkontribusi 

pada pengembangan teori efektivitas hukum serta 

membahas hambatan dalam pelaksanaan mediasi 
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kolaboratif dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan di Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta. 

Penelitian ini secara khusus menitik beratkan pada 

konsep sengketa pertanahan dalam hukum perdata 

dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui 

mediasi kolaboratif pada Kantor ATR/BPN Kota 

Yogyakarta dalam efektivitasan mediasi, sehingga 

memberikan sudut pandang yang lebih spesifik dan 

mendalam. 

b. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi pemangku kepentingan, memperkuat 

peran kantor pertanahan sebagai lembaga mediator 

kolaboratif yang profesional dan dipercaya 

masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan 

masukan dalam pembentukan kebijakan dan 

regulasi penyelesaian sengketa, serta mendorong 

penelitian ini memberikan informasi empiris 

mengenai manfaat dan peluang mediasi sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa perdata 

pertanahan. Dengan adanya data kualitatif, 

masyarakat diharapkan lebih memahami 

keunggulan mediasi dibandingkan litigasi. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

referensi praktis dan empiris bagi pengembangan 

penelitian di bidang hukum pertanahan dan ADR.  
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D.  Telaah Pustaka 

Telaah pustaka atau literature review merupakan kajian yang 

bertujuan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti oleh 

penulis. Hal ini berfungsi untuk menghindari kesamaan 

penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan adalah 

sebagai berikut : 

Pertama, dalam jurnal "Efektivitas Mediasi sebagai 

Jembatan Mempercepat Penyelesaian Resolusi Sengketa 

Tanah di Indonesia" yang ditulis oleh Arya D. Hasan (2025) 

di Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH). Penelitian ini 

menganalisis efektivitas mediasi sebagai jembatan dalam 

mempercepat penyelesaian resolusi sengketa tanah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki 

keunggulan dalam hal partisipasi aktif, fleksibilitas, dan 

efisiensi waktu serta biaya. Namun, masih terdapat kendala 

seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses 

mediasi dan munculnya konflik emosional yang 

menghambat keberhasilan penyelesaian.16 

Kedua, dalam jurnal “Efektivitas Mediasi Dengan 

Pendekatan Kolaboratif Dalam Menyelesaikan Kasus 

Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Sorong” yang ditulis 

 
16 Arya D Hasan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Jembatan 

Mempercepat Penyelesaian Resolusi Sengketa Tanah Di 

Indonesia." Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, No. 583-587 (Januari 

2025), hlm. 6.  
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oleh Imelda Astreed. S. Lumentung , Kristi W. Simanjuntak 

, A. Sakti. R. S. Rakia  (2025) di Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 

Penelitian ini menjelaskan mediasi di Kantor Pertanahan 

Kota Sorong lebih efektif dibandingkan proses litigasi, baik 

dari sisi waktu, biaya, maupun efektivitas penyelesaian. 

Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi 

kendala seperti ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad 

baik, hingga campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, 

mediasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas 

mediator, pemahaman hukum oleh para pihak, serta 

komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 

Mediasi kolaboratif menjadi pendekatan yang ideal karena 

menekankan pada pencapaian solusi bersama dan menjaga 

hubungan antar pihak.17 

Ketiga, dalam skripsi  “Penyelesaian Sengketa 

Pertanahan Melalui Mediasi (Studi Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten)” yang ditulis oleh Adelia (2025) di 

Repository STPN.ac.id. Penelitian ini membahas sengketa 

tanah yang muncul seiring dengan pertumbuhan penduduk, 

pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya signifikansi 

tanah sebagai aset utama. Sehingga, mediasi yang difasilitasi 

 
17 Lumentung, Imelda Astreed S., Kristi W. Simanjuntak, dan A. 

Sakti Rs Rakia. "Efektivitas Mediasi Dengan Pendekatan Kolaboratif 

Dalam Menyelesaikan Kasus Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota 

Sorong." Judge: Jurnal Hukum, No. 218-227 (Februari 2025), hlm. 2. 
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oleh kantor pertanahan merupakan solusi alternatif untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut. Studi ini meneliti 

implementasi mediasi sengketa tanah, hambatan yang 

dihadapi, upaya untuk mengatasinya, dan tindak lanjut hasil 

mediasi. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris 

kualitatif digunakan. Data primer diperoleh dari wawancara 

dengan staf dan pejabat Bagian Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Distrik Klaten 

dan pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan data sekunder 

berasal dari literatur dan peraturan terkait. Hasil mediasi 

dicatat dalam Risalah Mediasi, dan setiap kesepakatan 

diformalkan dalam Akta Perdamaian, yang menjadi dasar 

untuk tindakan selanjutnya. Studi ini menegaskan peran 

mediasi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah 

dan menyoroti kebutuhan akan peningkatan berkelanjutan 

dalam praktik mediasi.18 

Keempat, dalam Jurnal “Efektivitas Mediasi Dalam 

Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kantor Agraria Dan Tata 

Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas” 

yang ditulis oleh Yanuar Dwi Yanto dan Zeehan Fuad 

Attamimi (2025) di dalam Pagaruyuang Law Journal. 

Penulisan mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan 

mediasi pada penyelesaian kasus atau sengketa pertanahan 

 
18 Kusumawati, Adelia. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

Melalui Mediasi (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)," 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta (2025), hlm. 2. 
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dengan menitikberatkan pada hukum atau peraturan yang 

mengatur mediasi pada sengketa tanah. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan berpusat 

pada analisis peraturan perUndang-Undangan, bahan 

hukum, kebijakan, dan prosedur yang dilaksanakan melalui 

mediasi pada sengketa kasus tanah. Penelitian ini 

menghasilkan pemahaman tentang struktur hukum dan 

kebijakan atau prosedur tentang mediasi sengketa kasus 

tanah serta melakukan pengujian terhadap seberapa tingkat 

efektif pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian 

kasus sengketa pertanahan dengan landasan hukum untuk 

pelaksanaan proses mediasi sengketa kasus tanah adalah 

Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Kantor ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk 

melaksanakan mediasi, khususnya sengketa kasus 

pertanahan agar proses mediasi dapat dilaksanakan tanpa 

menggunakan jalur persidangan yang menghabiskan waktu, 

biaya yang besar, dan panjang dalam penyelesaian 

perkaranya. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya 

pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat 

mediasi, dan kurang terlatihnya mediator.19 

 
19 Yanto, Yanuar Dwi, dan Zeehan Fuad Attamimi. "Efektivitas 

Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kantor Agraria Dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Banyumas." Pagaruyuang Law Journal, Vol. 8:2 (2025), hlm. 2. 
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Penelitian ini akan mengembangkan kajian-kajian 

sebelumnya dengan fokus khusus pada efektivitas dan 

hambatan melalui pendekatan mediasi kolaboratif yang 

menyelesaikan sengketa pertanahan sebagai sumber 

sengketa perdata dan menempatkan Kantor ATR / BPN Kota 

Yogyakarta sebagai aktor strategis ADR. Dengan demikian, 

penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kualitatif-

empiris peluang ADR di luar pengadilan. 

 

E.   Kerangka Teoritik 

Kerangka teori dalam penelitian ini menjadi pijakan penting 

untuk memahami serta optimalnya pemanfaatan mediasi 

kolaboratif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa 

perdata dalam bidang pertanahan di Kantor ATR / BPN Kota 

Yogyakarta. 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak 

warga negara yang dirugikan. Pendapat Philipus M 

Hadjon mengenai perlindungan hukum yang 

menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu 

konsep yang melibatkan langkah-langkah dan 

mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi 

hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. 

Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan 

bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap 

keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di 
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bawah hukum.20 Menurut Satjipto Rahardjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.21 Muchsin menyatakan bahwa perlindungan 

hukum berfokus pada menciptakan ketertiban dalam 

pergaulan hidup antar manusia melalui penerapan nilai-

nilai hukum dalam sikap dan tindakan. Perlindungan 

hukum bisa berupa tindakan preventif atau represif, baik 

lisan maupun tertulis, yang bertujuan untuk memastikan 

keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian 

dalam masyarakat.22 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, 

ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus 

pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan 

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang 

suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat 

 
20 Prabawani, “Trinovitakristi. Perlindungan Hukum Bagi 

Pemegang Sah Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda,” Diss. 

Universitas Brawijaya (2013), hlm. 8. 

21 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

(Bandung 2000), hlm. 54. 

22 Muchsin, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor 

Di Indonesia,” Jounal Universitas Sebelas Maret, Vol. 1:3, Surakarta 

2003, hlm. 14. 
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adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, 

bukan sosiologi.23 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem 

norma. Norma adalahpernyataan yang menekankan 

aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi 

manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman 

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, 

baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan 

itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani 

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya 

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 

kepastian hukum.24 

 

 

 
23 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan 

Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, (Yogyakarta 2010), hlm.59. 

 

24 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, 

(Jakarta 2008), hlm.158. 
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3. Teori Efektivitas Hukum 

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang 

digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan 

hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma yang 

diatur tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga 

dipatuhi, dilaksanakan, dan mampu memberikan 

dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan 

demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari 

keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

dari tingkat kepatuhan masyarakat, konsistensi 

penegakan hukum oleh aparat, serta tercapainya tujuan 

hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan.  

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum 

merupakan ukuran mengenai sejauh mana suatu 

ketentuan hukum mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan 

oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor 

hukumnya sendiri (substansi hukum), aparat penegak 

hukum, sarana dan prasarana, masyarakat sebagai subjek 

hukum, serta budaya hukum yang berkembang di 
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lingkungan masyarakat.25 Apabila salah satu faktor 

tersebut tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan 

hukum juga tidak akan mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, teori 

efektivitas hukum menjadi dasar untuk menilai 

pelaksanaan mediasi pertanahan di Kantor ATR/BPN 

Kota Yogyakarta, terutama dalam melihat pengaruh 

faktor mediator, para pihak, serta regulasi terhadap 

keberhasilan penyelesaian sengketa.  

4. Teori Penyelesaian Sengketa  

Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) 

oleh Nader daan menekankan penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan melalui proses sukarela seperti 

negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, dengan fokus pada 

penyelesaian yang kreatif, memuaskan para pihak (win-

win solution), serta mempertahankan hubungan, 

berlawanan dengan litigasi yang seringkali keras dan 

fokus pada hak legal semata, menjadikan pihak netral 

sebagai fasilitator kesepakatan yang diakui secara 

hukum. Laura Nader (antropolog) sering mengkritik 

sistem hukum formal (litigasi) yang kaku dan tidak 

fleksibel, serta pendekatan penyelesaian sengketa yang 

berpusat pada manusia, sehingga menyarankan 

 
25 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers 2019), hlm. 30-35. 
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penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang lebih 

damai dan konstruktif daripada jalur pengadilan, seperti 

melalui mediasi atau hukum adat yang sejalan dengan 

semangat ADR untuk mencari solusi yang lebih 

manusiawi dan sesuai konteks lokal.26 

 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif-

Yuridis Empiris, dengan pendekatan perUndang-

Undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui 

wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan, 

mediator, dan pihak bersengketa sebagai metode utama 

untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan 

dengan "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian 

Sengketa Pertanahan Di ATR/BPN Kota Yogyakarta 

Melalui Pendekatan Mediasi Kolaboratif Tahun 2024-

2025". Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji serta 

menafsirkan norma hukum, ketentuan dalam peraturan 

perUndang-Undangan, teori dan doktrin hukum, 

putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), putusan 

Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta serta literatur 

hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. 

 
26 Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni. Dasar Itikad Baik 

Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, (Penerbit 

Alumni 2021), hlm. 18. 
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2. Pendekatan 

Terdapat beberapa istilah pendekatan dalam bidang 

hukum, antara lain pendekatan Undang-Undang (statute 

approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah 

semua peraturan perUndang-Undangan yang terkait 

dengan arbitrase dan alternatif dan secara khusus dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No 21 Tahun 2020 tentang 

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana 

tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan 

serta Undang-Undang lainnya yang berakitan dengan 

mediasi dan pembahasan lainnya. 

Penyusun menggunakan metode pendekatan 

yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

menganalisa sejauh mana suatu aturan hukum berlaku 

secara efektif.27 Pendekatan yuridis ialah berfungsi 

untuk menganalisa mengenai aturan-aturan yang 

berlaku mengenai Penyelesaian Sengketa dengan 

Mediasi. Sedangkan empiris ialah digunakan untuk 

menganalisa sejauh mana aturan tersebut efektif dalam 

menangani Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan 

 
27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti 2004), hlm.. 134. 
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Mediasi apakah telah menciptakan asas keadilan dan 

kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa 

3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah 

bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang 

dipakai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi yang 

tujuannya dapat memberikan data seteliti mungkin 

mengenai objek penelitian. 

4. Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode empiris dan library research (kepustakaan) 

untuk mendapatkan data primer dan sekunder seperti 

buku-buku, hasil penelitian, putusan-putusan 

pengadilan, dan peraturan-peraturan.28 Data sekunder 

yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. 

1. Bahan Baku Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa jurnal-

jurnal terkait metode penelitian dan konsep hukum 

empiris, serta dokumen hukum lainnya terkait 

penelitian hukum. Bahan hukum primer yang 

 
28 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 

(Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada 2003), hlm. 32. 
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digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No 21 Tahun 2020 tentang 

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, 

serta peraturan perUndang-Undangan lain yang 

berkaitan dengan objek kajian skripsi ini. 

2. Bahan Baku Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ini 

dapat berupa buku, hasil penelitian terdahulu 

(skripsi, tesis, maupun disertasi), artikel dalam 

jurnal hukum terakreditasi, serta pendapat 

ahli/pakar hukum (doktrin) yang berkaitan dengan 

judul kajian skripsi ini.29 Serta data yang diperoleh 

dengan melakukan penelitian dilapangan melalui 

wawancara dan mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang penyusun 

teliti. 

3. Bahan Baku Tersier 

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang 

seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang 

hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data 

penelitian. Bahan hukum tersier memberikan 

 
29 Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif, (Surabaya: Bayumedia 2008), hlm. 295. 



 
 

29 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Ini terdiri dari bahan-

bahan non-hukum seperti ensiklopedia, kamus 

hukum, dan teks buku hukum lainnya. 

d. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi 

adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan 

seperti jurnal, dokumen-dokumen dan literatur 

yang berhubungan dengan penelitian ini 

5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui cara 

mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai 

sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan 

perUndang-Undangan yang berlaku, putusan Kantor 

ATR/BPN Kota Yogyakarta terkait sengketa pertanahan, 

artikel jurnal ilmiah, buku-buku hukum pertanahan, 

dokumen yurisprudensi dan publikasi resmi dari Kantor 

ATR/BPN Kota Yogyakarta ataupun wawancara untuk 

memperoleh informasi maupun data-data yang 

berkaitan dengan penelitian serta dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada staf Kantor ATR / BPN 

Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti oleh peneliti serta melakukan 

wawancara dengan pihak terkait mediasi sengketa 

pertanahan. Metode wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan bisa dilakukan 
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dengan cara tatap muka (face to face), kuisioner, telepon 

atapun email serta metode lainnya. 

6. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan 

pendekatan kualitatif empiris. Analisis ini dilakukan 

dengan cara, menginterpretasikan, memahami kasus 

sengketa dan mengevaluasi isi dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh. 

Peneliti akan membahas sejauh mana mediasi efektif 

dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Kantor 

ATR/BPN Kota Yogyakarta. Selain itu, pendekatan 

pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Dimana itu 

akan dilakukan secara dekskriptif, kritis, dimana bahan-

bahan hukum tertulis yang telah terkumpul 

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah 

diidentifikasi kemudian dilakukan content analysis 

secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum untuk 

membangun dan menemukan kelemahan terkait metode 

penelitian hukum sebelumnya yang kemudian konsep 

terkait metode penelitian hukum empiris disusun 

kembali untuk konsep baru terkait metode penelitian 

hukum empiris kualitatif. 

 

G.  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan 

suatu penelitian. Lokasi penelitian berada di ATR/BPN Kota 
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Yogyakarta, Jln. Kusumanegara No.161, Muja Muju, 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55165. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena 

Dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan di 

Yogyakarta, ATR / BPN Yogyakarta berperan strategis 

sebagai mediator non-hakim. Sebagai lembaga negara yang 

berwenang dalam administrasi pertanahan. ATR / BPN 

Yogyakarta tidak hanya melakukan kegiatan pendaftaran 

dan pencatatan hak atas tanah, tetapi juga diberikan 

wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa 

melalui mediasi.30 

 

H.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam beberapa bab 

yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka 

sistematikanya sebagai berikut:  

Bab pertama, bab ini terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, lokasi 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, bab ini berisi tentang tinjauan 

perlindungan hukum , kepastian hukum dan efektivitas 

 
30 Bahri, Adellia Annisa dan Frency Siska. "BPN  Sebagai 

Mediator Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dengan Bukti Kuitansi Jual 

Beli Tanah." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 77-82. 
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hukum, alternative dispute resolution (ADR), mediasi 

kolaboratif serta penyelesaian sengketa pertanahan. 

Bab ketiga, bab ini berisi gambaran umum tentang 

ATR/BPN Kota Yogyakarta serta penyelesaian melalui 

mediasi kolaboratif di kantor pertanahan kota yogyakarta 

dan juga menganalisis peran kantor pertanahan yogyakarta 

sebagai mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa, 

dasar hukum serta jumlah kasus yang masuk pada ATR/BPN 

Kota Yogyakarta tahun 2024-2025. 

Bab keempat, bab ini berisi tentang pokok 

permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan 

masalah yaitu tentang seberapa efektif pelaksanaan mediasi 

sebagai mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) 

melalui pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan 

sengketa pertanahan di Kantor pertanahan Kota Yogyakarta 

serta hambatan dalam pelaksanaan mediasi kolaboratif 

dalam penyelesaian sengketa pertanahan di kantor 

pertanahan Kota Yogyakarta 

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang memuat 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban atas 

rumusan masalah yang dikemukakan dan saran merupakan 

tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, 

serta dilengkapi dengan daftar kepustakaan dan lampiran.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan  sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan 

mediasi sebagai mekanisme Alternative Dispute 

Resolution (ADR) di Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No 21 Tahun 2020 tentang 

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam 

praktiknya, mediator telah menjalankan fungsi sebagai 

pihak yang netral dengan memfasilitasi komunikasi, 

mempertemukan kepentingan para pihak, serta 

mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah 

untuk mencapai mufakat. Namun demikian, apabila 

efektivitas diukur berdasarkan teori efektivitas hukum 

Soerjono Soekanto, khususnya dari aspek tercapainya 

tujuan hukum dan keberhasilan penyelesaian sengketa, 

maka pelaksanaan mediasi di Kantor ATR/BPN Kota 

Yogyakarta belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. 

Hal tersebut terlihat dari tingkat keberhasilan mediasi 

yang hanya mencapai 5 perkara dari total 30 perkara 
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(16,67%) selama tahun 2024–2025, sedangkan 25 

perkara (83,33%) belum berhasil diselesaikan melalui 

kesepakatan damai. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa secara prosedural mediasi telah dilaksanakan 

sesuai regulasi, tetapi secara substantif belum mampu 

mencapai tujuan penyelesaian sengketa secara optimal.  

Meskipun demikian, pendekatan mediasi kolaboratif 

tetap memberikan manfaat dalam membangun 

komunikasi, membuka ruang dialog, mengurangi 

eskalasi konflik, dan memberikan kesempatan kepada 

para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih 

cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan 

penyelesaian melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, 

efektivitas mediasi tidak hanya dinilai dari jumlah 

kesepakatan yang berhasil dicapai, tetapi juga dari 

kemampuannya menciptakan komunikasi yang 

konstruktif serta memberikan kesempatan kepada para 

pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 

2. Pelaksanaan mediasi di Kantor ATR/BPN Kota 

Yogyakarta masih menghadapi berbagai hambatan yang 

mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Hambatan 

tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal 

yang meliputi rendahnya itikad baik para pihak untuk 

berdamai, ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses 

mediasi, sikap yang tetap mempertahankan kepentingan 

masing-masing, serta kompleksitas sengketa yang 
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berkaitan dengan aspek hukum, sosial, maupun 

hubungan kekeluargaan. Kondisi tersebut menyebabkan 

proses musyawarah sulit mencapai titik temu. Sementara 

itu, faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya 

manusia, tingginya beban administrasi, serta 

kompleksitas penanganan perkara yang harus 

diselesaikan oleh Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta.  

Dalam mengatasi hambatan tersebut, Kantor ATR/BPN 

Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya, 

antara lain melalui pendekatan persuasif dan kolaboratif 

kepada para pihak, peningkatan kompetensi mediator 

melalui pelatihan, penataan administrasi pertanahan, 

digitalisasi arsip, serta penguatan koordinasi antar unit 

kerja. Upaya tersebut menunjukkan komitmen Kantor 

Pertanahan untuk meningkatkan efektivitas mediasi 

sebagai instrumen penyelesaian sengketa pertanahan 

yang cepat, adil, dan berorientasi pada terciptanya 

kepastian hukum. 

 

B. Saran 

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas mediator harus 

menjadi prioritas. Program pelatihan mediator perlu 

dirancang tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan 

prosedural, tetapi juga pada pengembangan soft skills 

seperti komunikasi empatik, teknik negosiasi, serta 

pemahaman psikologi konflik. Sertifikasi mediator 
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harus diiringi dengan mekanisme evaluasi berkala guna 

memastikan kompetensi tetap terjaga.  

2. Sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat 

mengenai manfaat mediasi perlu diperkuat. Sosialisasi 

tidak hanya dilakukan melalui lingkungan pengadilan, 

tetapi juga melalui kerja sama dengan lembaga 

pendidikan, organisasi profesi hukum, serta media 

massa. Edukasi publik mengenai keuntungan mediasi 

seperti biaya yang lebih rendah, waktu penyelesaian 

yang lebih singkat, dan terjaganya hubungan para pihak 

akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum 

terkait mediasi, diharapkan para pihak datang ke proses 

mediasi dengan itikad baik dan kesiapan untuk 

berdialog. 

3. Penyediaan ruang mediasi yang nyaman, privat, dan 

representatif akan menciptakan suasana yang lebih 

kondusif bagi dialog. Selain itu, pemanfaatan teknologi 

informasi seperti mediasi daring (online mediation) 

dapat menjadi alternatif untuk menjangkau pihak-pihak 

yang memiliki keterbatasan geografis atau waktu. 

Digitalisasi proses mediasi juga dapat meningkatkan 

efisiensi administrasi dan transparansi.  
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